LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

% 2005 SERI: ¢

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 9 TAHUN 2005

TENTANG

PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR DI KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPAT! BEKASI

W

bahwa air merupakan salah satu sumber daya alam
yang memiliki fungsi sangat penting bagi kehidupan
dan perikehidupan manusia, serta untuk memajukan
Kesejahteraan umum, sehingga merupakan modat
dasar dan faktor utama pembangunan;

Menimbang

b. bahwa untuk melestarikan fungsi ar perlu dilakukan
pengelolaan  kualitas air dan  pengendalian
pencemaran ar  secara  bijaksana  dengan
memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan
mendatang serta keseimbangan ekologis,;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950y,

2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 18974 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3046),

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang
Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1684
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10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
Kesehatan ( Lembaran Negara Tahun 1892 Nomor
100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493),

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3501),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomeor 68, Tambahan Lembaran Negara
Nomoer 3694},

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang
Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1882
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nemor
3225),

Peraturan Pemernintah Nomor 35 Tahun 1981 tentang
Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);

Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 19898 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan {Lembaran
Negara Tahun 1998 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 1999 tentang
Pendirian Perum Jasa Tirta /|

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemaerintah dan Kewenangan Propinsi
Sebagai Daerah Ctonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3839),



14. Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2001 tentang lrigasi
{Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kuaitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomer 153);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23
Tahun 2000 tentang tata Cara dan Teknik

Penyusunan Raperda dan Raperda Perubahan
{Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D).

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI
dan
BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG
PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN

PENCEMARAN AIR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -
a Daerah adalah Kabupaten Bekas!.

b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bekasi.

¢ Bupati adalah Bupati Bekasi.

d Dinas adalah Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan
dan Pertambangan Kabupaten Bekasi.



Korporasi Pengelola Wilayah Sungai adalah institusi
pengelola wilayah sungai yang menerapkan konsep
korporatisasi dalam pengelolaan wilayah sungai yang
berbentuk BUMN.

Air adalah semua air yang terdapat diatas dan dibawah
permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.

Sumber arr adaiah wadah air yang terdapat diatas dan
dibawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian
ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk
dan muara.

Fengelolaan kualitas ar adalah upaya pemeliharaan air
sehingga tercapai kualitas air yang dinginkan sesuai
dengan peruntukkannya untuk menjamin agar kualitas
air tetap dalam kondist alamiahnya.

Pengendalian Pencemaran  Ar  adalah  upaya
pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta
pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar
sesual dengan baku mutu arr.

Muty arr adalah kondisi kualitas air yang diukur dan atau
diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan
metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang beriaku.

Kelas air adalah peringkat kualitas ar yang dinilai masih
layak urntuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.

Kriteria mutu air adalah tolok ukur mutu air untuk setiap
kelas air.

Rencana pendayagunaan air adalah rencana yang
memuat potensi pemanfaatan atau penggunaan air,
pencadangan air berdasarkan ketersediaannya, baik
kualitas maupun kuantitasnya dan atau fungsi ekologis.

Baku mutu ar adalah batas atau kadar makhiuk hidup,
zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada
dan atau unsur pencemaran yang ditenggang
keberadaannya dalam arr.
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Status Mutu Awr adalah tingkat kondist mutu air yang
menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada
suatu sumber air dalam wakiu tertentu dengan
membandingkan dengan baku mutu ar yang ditetapkan.

Pencemaran arr adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air
turun sampal ketingkat tertentu yang menyebabkan air
tidak berfungsi sesuai dengan peruntukkannya.

Peruntukan arr adalah rencana pendayagunaan air
untuk pemanfaatan tertentu,

Sumber pencemaran adalah setiap kegiatan membuang
cdan memasukan makhluk hidup, Zzat, energi dan
komponen lain dalam ukuran batas atau kadar tertentu
kedalam sumber arr. '

Mutu ar sasaran adalah mutu air yang direncanakan
untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu
melalui penyelenggaraan program kerja dan atau upaya
lainnya dalam rangka pengelolaan kualtas ar dan
pengendalian pencemaran air .

Beban pencemaran adalah jumiah suatu parameter
pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.

Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan
air pada sumber air menerima heban pencemaran
imbah tanpa mengakibatkan turunnya kualtas air
sehingga baku mutu ar yang ditetapkan sesuai dengan
peruntukkannya.

Baku mutu imbah carr adalah ukuran batas atau kadar
unsur pencemar dan jumilah unsur pencemaran yang
ditenggang keberadaannya dalam limbah cair yang akan
dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari satu
usaha dan atau kegiatan.

fin pembuangan limbah cair adalah fjin yang harus
dibuat oleh setiap orang atau badan usaba yang
membuang kmbah cair ke badan penerima.



(1).

Pemrakarsa kegiatan adalah orang atau badan hukum
yang bertanggungjawab terhadap suatu usaha dan atau
kegiatan.

Keadaan Darurat adalah kondisi yang sedemikian rupa
sehingga mengharuskan dilaksanakannya tindakan
segera yang mengandung resiko terhadap lingkungan
hidup demi kepentingan umum.

Pasal 2

Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran
air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan
ekosistem.

Keterpaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan dan evaluasi.

Pasal 3

Penyelenggaraan pengelolaan kualtas air dan
pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud
FPasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat
dikerjasamakan dengan Korporasi pengelola wilayah
sungai berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat {1) Pasal

- ini meliputi kegiatan -

a. Perencanaan ;
b. Pelaksanaan ;

¢ Pengawasan dan pengendalian.



BAB I
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 4

(1) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan tujuan untuk
menjamin  kualitas air yang diinginkan sesuai
peruntukkannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya
atau sesual dengan baku mutu ar yang ditetapkan.

(2) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan tujuan
untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku
muty arr  melalui  upaya  pencegahan  dan
penanggulangan pencemaran  ar serta pemulihan
kuaitas air. .

(3) Upaya pengelclaan kualitas air sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini dilakukan pada sumber air.

BAB ill
PENGELOLAAN KUALITAS AIR
Bagian Pertama
Wewenang
Pasal 5
(1) Pemernntanh Daerah mempunyai kewenangan melakukan
pengelolaan  kualitas arr di  wilayahnya vyang
dilaksanakan oleh Dinas teknis, yang meliputi kegiatan -
a. Penyusunan rencana pendayagunaan ar |
b. Penetapan klasiikasi mutu arr ;

¢. Penetapan kntena mutu air ;

d. Penetapan status mutu arr

e. Penetapan baku mutu airr sasaran

f.  Pengupan kualtas arr;
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Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat
(1) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedua
Pendayagunaan Air

Pasal 6

Femerintah Daerah menetapkan rencana
pendayagunaan arr.

Dalam merencanakan pendayagunaan air sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib memperhatikan
fungsi ekonomis, fungsi sosial, nilai-nilal agama serta
adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini, meliputi potensi pemanfaatan atau
penggunaan air, pencadangan air, berdasarkan
ketersediaannya bak kualtas maupun kuanttas dan
atau fungsi ekologis.

Bagian Ketiga
Klasifikasi Dan Kriteria Mutu Air
Pasal 7
Klasifikas! mutu air ditetapkan menjadi 4 {empat) kelas :

a  Kelas satu, ar vyang peruntukkannya dapat
digunakan baku air minum dan atau diperuntukkan
iain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut:

b. Kelas dua, awr vyang peruntukannya dapat
digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air,
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air
untuk mengairi pertanaman dan atau peruntukan
lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama
dengan kegunaan tersebut;



(2)

(2)

¢ Kelas tiga, air yang peruntukkannya untuk kegiatan
pembudidayaan ikan air tawar, peternakan dan lain
sebagainya;

d Kelas empat, ar yang peruntukkannya dapat
digunakan untuk mengairi pertanaman dan atau
peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air
yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kritena mutu ar dan setiap kelas ar sebagamana
dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, sesuai dengan
kriteria mutu air berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 8

Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam
pasal 7 ditetapkan Berdasarkan Peraturan Daerah;

Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) Pasal ini, diajukan berdasarkan pengkajian yang
ditakukan oleh Pemerintanh Daerah berdasarkan
wewenangnya sesual dengan PFeraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Pemantauan Kualitas Air Dan Status Mutu Air
Pasal 9
Pemantauan kualitas arr pada sumber air yang berada
diwilayah Kabupaten Bekasi dilaksanakan oleh |nstansi
yang bertanggungjawab. )
Femantauan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) Pasal ini, dilakukan sekurang-kurangnya &
(enam) bulan sekali.



(3)

Q)

(4)

Pasal 10
Status mutu air ditetapkan untuk menyatakan :

a. Kondisi cemar apabila mutu air tidak memenuhi baku
mutu air, dan

b Kondisi bak apabia mutu arr memenuht baku mutu
air. '

Dalam hai status mutu air menunjukkan kondisi cemar
maka Bupati dapat menunjuk instansi teknis yang
berwenang untuk melakukan upaya penanggulangan
pencemaran dan pemulihan kualtas air sesual dengan
baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.

Dalam hal status mutu air baik maka Bupati sesuai
dengan kewenangannya mempertahankan dan atau
meningkatkan kualitas air.

Pasal 11

Bupati dapat menunjuk laboratorium yang telah
terakreditasi yang ada diwilayahnya dan _atau
menyediakan__|abolatorium _ sendiri untuk  melakukan
analigis mutu air dan mutu air imbah.

Dalam hal Bupati belum menunjuk laboratorium
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1} Pasal ini, maka
analisis mutu air dan mutu air limbah dilakukan oleh
laboratorium yang ditunjuk cleh Gubernur Jawa Barat.

aboratorium sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
Pasal ini, harus mempunyai prosedur penanganan
limbah laboratorium atau instalasi pengolah limbah.

Dalam hal perbedaan hasil analisis mutu ar atau air
iimbah dart dua atau lebih faboratorium, verifikasi ilmiah
dilakukan dengan menggunakan laboratorium rujukan
nasicnal.
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(1)

BAB IV
PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR
Bagian Pertama
Wewenang

Pasal 12

Dinas melakukan pengendalian pencemaran air pada
sumber air yang herada di daerah.

Dinas sesuai dengan kewenangannya dalam rangka
pengendalian pencemaran air pada sumber ar,
berwenang untuk -

a. Menetapkan daya tampung beban pencemaran;

b. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber
pencemar,

¢. Menetapkan persyaratan ar lmbah untuk aplikast
pada tanah;

d. Menetapkan persyaratan pembuangan air hmbah ke
air atau sumber air;

e. Memantau kualitas air pada sumber air;

f  Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan

mutu air.

Pelaksanaan Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat
(1) dan (2) Pasal ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13
Penetapan daya tampung beban pencemaran dilakukan
secara berkala sekurang-kurangnya 5 (iima) tahun
sekali.
Daya tampung beban pencemaran sebagaimana
dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a pada

Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk :

a. Pembenan |zin Lokas:;



(4)

b. Pengelolaan Ar dan Sumber A,
¢, Penetapan Rencana Tata Ruang;
d. Pemberian ijin Pembuangan Air Limbah:

e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerna
Pengendalian Pencemaran Air.

Bagian Kedua
izin Pembuangan Limbah Cair
Pasal 14

Setiap usaha dan atau kegiatan yahg membuang limbah
cair ke badan air penerima dikenakan retribusi ijin
pembuangan limbah cair,

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasat
ini, ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

Permchonan 1tin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
pada pasal ini didasarkan pada hasil kajian Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pematauan
Lingkungan (UPL).

Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud
ayat (1) pada pasal ini bagi air limbah yang mengandung
Radioaktif wajic mendapat rekomendasi tertulis dari
Lembaga Pemerintah yang bertanggungjawab dibidang
tenaga atom.

Pasal 15

Setiap Orang atau Badan dilarang membuang limbah padat,
cair atau gas kedalam air atau sumber air.
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Bagian Ketiga
Penangguiangan Darurat
Pasal 16
Setiap usaha dan atau kegiatan wajib membuat rencana
penanggulangan pencemaran air pada keadaan darurat
dan atau keadaan yang tidak terduga lainnya.
Dalam hal tenadi keadaan darurat sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) Pasal inii maka

penanggungjawab kegiatan dan atau usaha wajib
melakukan penanggulangan dan atau pemulinan.

BAB V
PENANGANAN PENCEMARAN AIR
Pasal 17
Setigp orang atau Badan vyang menduga atau
mengetahui  terjadinya pencemaran air  dapat
meiaparkan kepada Dinas yang berwenang.
Dinas vyang benanggungjawab menenma laporan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, wajib
mencatat antara lain.
a. Tanggal pelaporan;
b, Waktu dan tempat;
c. Penstiwa yang tenad;;
d. Sumber penyebab /diduga Felaku;
e. Perkiraan dampak.
Dinas vyang bertanggungawab menenma laporan

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal Inj,
selanjutnya melaporkan kepada Bupati.



(4) Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pada
Pasal ini, segera melakukan verifikasi untuk mengetahui
tentang kebenaran terjadinya pelanggaran terhadap
pengelolaan kualitas dan atau terjadinya pencemaran
air.

(5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) pada Fasal ini menunjukkan telah terjadinya
pelanggaran, maka Bupati wajib memerintahkan
penanggungiawab usaha dan atau Kegiatan untuk
menanggulangi pelanggaran dan atau pencemaran air
beserta dampaknya.

Pasal 18
Datam hal penanggungjawab usaha dan atau kegiatan tidak
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (5) pada FPeraturan Daerah ini, Bupati dapat
melaksanakan dan menugaskan pthak ketiga untuk
melaksanakannya atas beban biaya penanggungjawab usaha
dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 18
Setiap penanggungiawab usaha dan atau kegiatan atau
pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan penanggulangan

pencemaran air dan pemulihan kualitas air  wajb
menyampaikan laporannya kepada Bupati

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama
Hak
Pasal 20

(1) Setiap orang atau badan mempunyai hak yang sama
atas kualitas air yang baik.



(2) Setiap orang atau badan mempunyal hak yang sama
untuk mendapatkan informasi mengenai status mutu air
dan pengelolaan kualitas air serta pengendalian
pencemaran air pada sungar kall yang telah ditetapkan
melalui Surat Keputusan Bupati.

{3) Setiap orang atau badan mempunyai hak untuk
berparan serta dalam rangka pengeloclaan kualitas air
dan pengendalian pencemaran air sesuai Peraturan
Perundang-undangan yang beriaku.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 21

Setiap orang atau badan wajib -

a. Melestarikan kualtas air pada sumber arr sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

b. Mengendalikan pencemaran ar pada sumber arr
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini

c. Setiap orang vang melakukan usaha dan atau kegiatan
berkewaiiban memberikan infomasi vang benar dan akurat
mengenai pelaksanaan kewajiban pengelolaan kualitas air
dan penqendalian pencemaran air.

Pasal 22

Femerintah  Daerah wajb membenkan informasi kepada
masgvarakat  mengenai pengelolaan  kualitas  air  dan
pengendalian pencemaran air.




BAB Vil

PERSYARATAN PEMANFAATAN DAN
PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Bagian Pertama

Pemanfaatan Air Limbah

Pasal 23

(1) Settap usaha dan atau kegiatan vyang -akan
memanfaatkan air limbah industri wajib mendapat izin
tertulis dari Bupati melalui Dinas.

—
M
—

Fermohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam avat (1)
pada pasal ini didasarkan pada hasil kajian Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan atau Kajian Upaya
Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Hemantauan
Lingkungan (UPL).

(3) Ketentuan mengenai syarat tata cara perijnan diatur

lebih  fanjut oleh Bupati dengan memperhatikan
pedoman yang dietapkan oleh Mentri.

Bagian Kedua
Pembuangan Air Limbah
Pasal 24
Setiap Penanggungawab usaha dan atau kegiatan yang
membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah
dan menanggulangi terjadinya pencemaran air dan
memperhattkan baku mutu air limbah.
Pasal 25
(1) Setiap usaha dan atau kegiatan wajib melakukan kajian

mengenai pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke
air atau sumber air.



(2) Hasil kajian sebagamana dimaksud dalam ayat (1) Pasal
ini meliputi sekurang-kurangnya :
a. Pengaruh terhadap kesehatan masyarakat,
b. Pengaruh terhadap kualitas tanah dan air;
¢. Pengaruh terhadap pembudidayaan ikan , hewan dan
tanaman.

{3) Apabtla berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) pada Pasal ini menunjukkan
bahwa pembuangan dan pemanfaatan air limbah ke air
atau sumber air layak Ingkungan maka Bupat!
menerbitkan ijin Pembuangan dan Pemanfaatan Air
lLimbah.

(4) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perijinan
Pemanfaatan Air Limbah Industri diatur lebih lanjut oleh
Bupati.

BAB Vil
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Pertama
Pembinaan
Pasal 26

(1) Bupati melakukan pembinaan untuk meningkatkan

ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan
dalam pengelolaan kualtas aif dan pengendalian

pencemaran air.

{2) Pembinaan sebagaimana dimaksud datam ayat (1)
Pasal ini meliputi :

a. Pembenan  penyuluhan  mengenar  Peraturan
Perundang-undangan yang bherkaitan  dengan
pengelolaan lingkungan hidup;

b. Fenerapan kebijakan insentif dan desinsentif,

(3) Bupati melakukan wupaya pengelolaan dan atau
pembinaan pengelolaan air limbah rumah tangga.



{4) Upaya pengelolaan airr limbah rumah tangga dapat
dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan membangun
sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga
terpadu.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27

Bupati wajib melakukan pengawasan ternadap persyaratan
yang tercantum dalam ijin sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Daerah ini.

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaiman dimaksud
pada pasal 26 Peraturan Daerah ini, Dinas yang ditunjuk
berwenang :

a.

Melfakukan pemantauan yang meliput pengamatan,
pemotretan,  perekaman  audio  visual dan
pengukuran;

Meminta keterangan Kepada masyarakat vyang
herkepentingan, karyawan yang hersangkutan,
Konsultan, Kontraktor, dan perangkat pemerintah
setempat;

Membuat salinan dan dockumen dan atau membuat
catatan yang diperlukan antara lain dokumen
perijinan, Dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil
pemantauan, dokumen surat keputusan organisasi
perusahaan;

Memasuki tempat tertentu;
Mengambil contoh dart air imbah yang dihasilkan, air

imbah yang dibuang, bahan baku dan bahan
penolong;



f Memenksa peralatan yang digunakan dalam proses
produksi, Liilitas dan instalasi pengelolaan limbabh,

0. Memeriksa instalasi dan atau peralatan transportasi;

h. Meminta keterangan dar pihak yang
bertanggungiawab atas usaha dan atau kegiatan.

(2} Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ Pasal ini meliputi pembuatan denah, sketsa,
gambar, peta dan atau deskripsi yang diperiukan datam
pefaksanaan tugas pengawasan.

fPasal 29

(1) Petugas Pengawas dart Dinas dalam melaksanakan tugasnya
wajib dilengkapi surat tugas dan atau tanda pengenal.

(2) Surat tugas dan tanda pengenal akan  ditetapkan kemudian
oleh Dinas.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

(1) Barang siapa melangagar ketentuan Pasal 15,16,19,21,22 ayat
(1), 23 dan 24 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam pidana
penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) buian dan atau
denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (ima puluh
juta rupiah).

{2} Tindak pidana sebaimana dimaksud ayat (1) pasal in1 adalah
pelanggaran.

(3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) Pasal ini, yang mengakibatkan pencemaran air
dan atau perusakan lingkungan hidup, dikenakan pidana
sesyar peraturan perudang-undangan yang berlaku.



BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 31

{1) Selain Pejabat Penyidik Poln, Pejabat Pegawar Negen Sipll
tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
bidang pengeiolaan lingkungan hidup, diberi wewenang
khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam
lndang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Pejabat Penyidik Pegawal Negeri Sipil  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari sesecrang
tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat
kejadian dan melakukan pemeriksaan,;

c. Menyuruh berhenti sesecrang tersangka dan memeriksa
tanda pengenai diri tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jar dan memotret tersangka

f Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagat
tersangka atau saksi;

g Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan
pemeriksaan perkara,

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat
petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat
cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana dan selanjutnya melalul  penvidik
memhberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum,
tersangka atau keluarganya,

1. Melakukan tindakan famn menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.



BAB XI|
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur
lebin lanjut oleh Bupati.

Pasal 33
Peraturan Daerah i mulai  berlaku  pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekas!
pada tanggal 27 Apnl 2005
BUPAT!| BEKASI
TD

H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekas!
pada tanggal 4 Juli 2005

SEKRETARIS DAE KABUPATEN BEKASI

H. R. HERRY KOESAERI. §
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